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PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

DENGAN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA POSO TENTENA
NOMOR : W.24 HN.04.03-766
Pada han ini Rabu tanggal 16 bulan Aprl tahun 2025 berempat di Kantor

Wilayah Kementeran Hukum Sulawesi Tengah, Kami yang bertanda tangan di bawah

ini -

Mama - Rakhmat Renaldy
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemantanan Hukum Sulawas! Tangah
Alamat . JI. Dewi Sartika No. 23 Falu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menten Hukum, salanjutnya disabut
sabagal PIHAK KESATU,

Mama . Budiman Baginda Sagala

Jabatan . Direktur/etua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Poso
Tentena

Alarnat vJlL Wolter Monginsidi BT 001 RW 001 Kelurahan Lawanga

Tawongan Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pos Bantuan Hukum Advokat
indonasia Poso Tantena, salanjutnya disabut PIHAK KEDUA.

FPIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama salanjutnya disebut PARA
PIHAK terlebih dahulu menjelaskan :

b.

FIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada
Kantor Wilayah Kementeran Hukum Provinsi Sulawes: Teangah.

FiHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pamberi
Bantuan Hukum pericde tahun 2025 sd 2027 berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum MNomor MHH-5HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi
Bantuan Hukum yang Lulus Veriiikasi dan Akreditasi sebagal Pembert Bantuan
Hukum Perode Tahun 2025 sd. 2027 dan Kepulusan Menteri Hukum Nomor
M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Crganisasi Bantuan Hukum yang
Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode
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Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Penode
Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status akreditasi C.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai berikut:

10.

11,

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-lIndang WNomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5248);

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2024 MNomor 2268),

Peraturan Femerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberiar Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 54.21),

Feraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2015 fentang Paraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomar B16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter Hukum dan Hak
Azasi Manusia Rl Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Manteri Huloem den Hak Aszssi Manusia B! Momor 10 Tahun 2045 ‘entsng
Feraturan FPeiaksanaan Peraturan Pemenntah Nomor 42 Tahun 2013 fentang
Syaral dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Momor 2130);

Feraturan Menter Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Berta Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 901);

Peraturan Mentari Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Momaor 4
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87},

Peraturan Menten Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang
QOrganiuasai dan Tate Kars Kameantaran Hulomm (Berita Megara Republk Indonsate
Tahun 2024 Nomor 832);

Peraturan Menterr Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kera Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Benta Negara
FRepublik indonasia Tahun 2024 Nomaor 812);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asas: Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi
dan Non Litigasi;

Keputusan Menteri Hukum Nomor MHH-5HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/COrganisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai
Femberi Bantuan Hukum Perioda Tahun 2025 s.d. 2027,

Kapuhmen Meanted Hukom Nomor M HEM-SHMO403 Tahan 2004 tenteng
Lembaga/Crganisasi Bantuan Hukum yeng Terverifikasi dan Terakreditasi Kembal
sahagal Pember Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d_ 2027

FPetunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Nomor PHN HN.04.03-810 Tahun 2023
tentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum,

A
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Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Revisi ke 01 Nomor . SP DIPA-
135.11.2.893118/2025 Tanggal 21 Februari 2025

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025
dengan ketentuan sebagai berikut :

BaB I
KETENTUAN UMUM

FPasal 1

Dalam Penfanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan:

1
2.

3.

(1)

(2)

Badan Pembinaan Hukum Naszional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit
kerja pada Kementerian Hukum selaku Penyelenggara Bantuan Hukum..

Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum
yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukum di dasrah.
Fanitia Pengawas Pusat yang selanjuinya disebut Pama.pus adalah unit kurja

T T i e N e o Dl s Thame i == H alago [ Tt} Bikri
Pl bl il RPOWRER] P ] Ol LTI B 8 el R ] th.-l'ﬂ [ =t L] ,Hlia Il'll-ll'"ll"-l

tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
pemyelenggaraan bantuan hukum.
Panitia Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Panwasda adalah unit kerja
khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Keamantenan Hukum yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan bantuan hukum di daerah
Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum
Pangawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan bantuan hukum baik
secara berkala maupun insidentil yang dilakukan secara langsung maupun fidak
langaung agar sosual dengon kobijskan dan RKelenlusn peraturan ponindang-
undangan.
Evaluasi adalah penilaian atau pengukuran dalam rangka perbalkan peiaksanaan
tantuan hukum.,
Sistern Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elekironik yang
disslenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Masional unfuk menungang
pelaksanaan pemberan bantuan hukum.
Har adalah hari kerja.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagal dasar
pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarannya bersumber dar Anggaran
Fendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum inl beriujuan untuk membernkan
kepastian pamberan bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang
miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemben Bantuan Hukum
ci Provinsi Sulawesi Tengah.



BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruanyg lingkup Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi ;
a. Peamberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, danfatau Tata
Uisaha Megara, pada tahap :
17 Penyidikan'Gugatan/Temenksaan Menaahiian,
2) Persidangan di Fengadilan Tingkat | ;
3 Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding |
4) Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; dan/atau
5) Peninjauan Kembali.
b. Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam kegiatan :
1) Penyuluhan Hukum;
2 Konsulasi Hukum;
3) Invesligasi Kasus, baik secara elektronik maupun nonalekironik;
4) Penelitian Hukurm;
5) Mediasi;
€) NMegosiasi;
71 Pemberdayaan Masyarakat,
8) Pendampingan di luar pangadilan; dan/alau
)  Drafting dokumen hukum.
c. Hak dan kewajban, jangka waktu, mekanisme penyelesaian perselizihan,
perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum tambahan {addendum), sanksi, dan
keadaan kahar (force majeure)

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Hosei 4
Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai benkut
a. PIHAK KESATU
1) Hak:

a) Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempubiikasikan
dokumen hasi permbenan bantuan hukum;

b} Memberkan rekomendasi penjatuhan =anksi apabila PIHAK KEDUA
melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Pelaksanaan Bantuan
Hukum ini

2} Kewajiban:

a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan
ditaksanakan olah PIHAK KEDUA sezusl dengen kebitskan pemarmiah
dan peraiuran perundang-undangan,

b} Memfasiltasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan
hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA,

) Melakukan pembingan dan pengawasan melalul pemantauan dan
evaluasi palaksanaan bantuan hukum.



b.

(1)

()

{2)

{4)

PIHAK KEDUA
1) Hak:

Mengajukan tagihan jgse stau pencairan anggaran pemberian baptuan

hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK

KESATU berdasarkan hasil pekerjaan melalui Sidbankum.

2} Kewajiban

a) Mﬂmbeﬂhan pﬂayﬂnm banh.lan hukurn hepada -:rarn: a’mu Ical:urmpﬂk
bantuan hukum dalam n.mng Imni-:up pexenaan yang diatur pada
Parjanjlan Pelaksanaan Bantuan Hukum ini,

b}  Membenkan laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum
sacara akuntabel kepada PIHAK KESATU secars berkala sesuai
dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan

o) Mengajukan kelepgkapan dokumen pencairan  anggaran  hantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
{lima) hari setelah pekerjaan salesal {untuk hagialan nonlitigasi).

d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan
hukum yang disampaikan kap&da FIHAK KESATU paling lambat 5

{ima) har sctolah pekerjaan selesal slsU SoRumEn ponanganan
parkara diterima (untuk kegiatan lfigasi).

BAB YV
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pazal 5
PIHAK KESATU menyslurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada oreng atau kelompok
orang miskin sebesar

no. | JENIS BANTUAN """5'9'."!'“_1_%“ ! |
: HLKLUM —
L . g ghatan; 2025 | Bantuan Hukum 2025
1 |Lumeas Rp. 12,000,000~
Rp. 14.700.000 -
2 | NON LITIGASI Rp. 2.700.000.-
L:‘:;-Il_g-ﬂl L] Illll.v-lnu “w;ﬂll‘lml (1=} l.'l:li‘I-::l-l ;I‘ .

Besaran anggaran bantuan hukum sebsgaimana dimaksud pada ayat (1),
bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementedan Hukum Provinsi Sulawesl
TengahTahun Anggaran 2025,

Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan
Mon Litigasi berdasarkan Keputusan Mentern Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Momor M HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran
Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

Datam hal anggaran bantuan hukum liigasi maupun non litigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK
(EDUA telap wajis memberikan banluan HURUM Kepata orang Sisu ReiomipoR
orang miskin secara mandm.fpmﬁm:



g}

(2]

)

(2}

(2)

i4)

BAB VI
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pazal 6
PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil
pamantauan dan evaluasi.
Memanmuan oan cvauas sebageimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oieh
Fanwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7
Fengalinan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapal
dilakukan antar jenis bantuan hukum yang sama (anggaran litigasi ke Itigasi dan
anggaran non litigasi ke non litigasi)
Pengalinan anggaran tidak dapat dilakukan untuk tahapan perkara dan/atau
kegiatan yang telah terbayarkan danfatau yang permohonannya telah tervenfikasi
dalam Sidbankum.

Pasal 8
Pengalinan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan
labih lanjut dalam Peorjanjian  Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian
Pelaksanzan Bantuan Hukum ini.
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dapat dilakukan
pada Triwulan Il dan/atau Triwudan 1l Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaanya
dilakukan olah BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat dengan mempenimbangkan
persentase serapan anggaran bantuan hukum danfatau hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum
F’El]anpan Felaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) pada triwulan [

b wmpam o s 1Y dllthnnqlrnn |-|-|-|n-rlr1 hﬂtﬂ"mﬂ" s Sa
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s) Perjanjian Pelaksanaan Baniuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 50% atau lebih darl anggaran yang
tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran darn
Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan || tidak
mencapal 50% dari anggaran yang tersedia;

b} Apabils PIHAK KEDLUA serapan anggarannya tidak mencapai 50% hingga
pada triwulan || sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan paling
banyak 70% dar sizsa anggaran yang masih tersedia kepada Pemben
Bantuan Hukum yang telah tersedia kepada Pemben Bantuan Hukum yang
telah menyerap 50% dan anggaran yang tersedia, dengan
memperEnbanghan kelarsediaan angoaran Indeke Kinerda Pembest Bantuan
Hukum (iKP) dalam e-monev, dan/atau hasil pemantauan dan evaiuasi.

Parjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan {addendum) pada triwulan |l

sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

g} Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK, KEDUA telah menyerap 100% atau lebih dan anggaran yang
tersedia dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dari
Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan Il tidak
mencapai 80% dan anggaran yang tersadia;

by Apabia PIHAK KEDUA serapan anggarannya fidak mencapai B0% hingga



(3)

(8)

(1)

(2)

(1)
(<)

(3

(4)
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pada triwulan |ll sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan seluruh
sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang
telah menyerap 100% dar anggaran yang tersedia, dengan
mempertimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinerja Pemberi Bantuan
Hukum (IKP) dalam e-monev, dan hasil pemantauan dan evaluasi;
Selain pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4). pihak KESATU dapat melakukan Peranjian Pelaksanaan
Dantuan Hukum Tambahan (addendum) atas kebijakan Daaan Momenaan i iunugim
Masional (BPHM) selaku Pantia Pengawas Fusat dan/atau kebijakan lain
pamarintah dengan tetap memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi.
Dalam hal sstelah Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
{addendum) dilakukan terjadi ketidakaktifan atau kurang aktif dari PIHAK KEDUA
dalam pelaksanaan bantuan hukum, maka PIHAK KESATL dapat melakukan
pengalihan anggaran kembali dengan katentuan yvang diatur kemudian

Pasal 8

Calam hal Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan {addendum) tidak
ditandatangani cleh PIHAK KEDUA sampai batas waktu yang ditentukan, PIHAK
KEEATU tetap dapat rengalihkan anggaran dimaksud tanpa persatujusn erstih
dahulu dan PiIHAK KEDUA.

Tidak ditandatanganinya Pedanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan bahan
pemantauan dan evaluasi oleh PIHAK KESATU.,

BAB VI
JANGKA WAKTU

FPaszal 10
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulal berlaku sajak tanggal 02 Januari
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PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pembayaran anggaran bantuan
hukum tahun anggaran 2025 kepada PIHAK KESATU sejak tanggal 02 Januan
2025 sampai dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
berakhir

Dalam hal batas waktu Perfanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah barakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan
pembayaran pada tahun bedkutnya.

Pembayaran anggaran bantuan hukum nonlitigasi hamya dilakukan untuk kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berakunya Perjanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukum ini.

Pambayamn anggaren banfusn hukuem litigesi hanypa dilakiken untuk psrhars
yang pendampingannya diaksanakan pada fahun berjalan sesuai berlakunya
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara tahun anggaran 2024
yang beranjut ke tahun 2025, hanya dapat diakukan terhadap perkara yang
pendampingan layanan bamtuan hukumnya berlanjut pada tahun anggaran 20235,

FPasal 11

Pendampingan perkara Litgasi atau pelaksanaan kegiatan Nonlibgasi yang
dilaksanakan olsh PIHAK KEDUA antara tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan



tanggal 31 Desember 2025 tetap dapat dilakukan secara mandiri/probono tanpa
melalui APBN dan dilaporkan metatul fitur Bankum Mandiri dalam Sidbankum.

(1)
(2)

(3)
(4)

(3)

(&)

(7)

(1)

(2

(1)

(2)

BAB VIHI
PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSAMAAN BANTUAN HUELM

[=o=1=1] 12
FIHAK KEDUA mengsjukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum
kapada PIHAK KESATU berdasarkan persetujuan dan Ketua Panwasda
Persatujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemeriksaan
kelayakan dokumen tagihan sesual ketentuan sebagal dasar pembayaran atas
pemberian layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan (reimburserment).
FPengajuan dan persetujuan dokumen sebagaimana dimaksod pada ayat (1) dan
(2) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum
Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempal secara
langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesual dengan
REENILEN Can MEaRamisme yang Denasu.
FiHAK KESATU wajib mengunggah Surat Penntah Pencairan Dana (SP20) dalam
aplixasi Sidoankum satelah pambayaran anggaran bantuan hukum kepada PIHAK
KEDUA,
PIHAK KEDUA dilarang mengajukan parmohonan pencairan anggaran bantuan
hukum kepada Pemerntah Daerah untuk permohonan yang sudah diajukan
kepada PIHAK KESATU
Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (§) dapat dianggap sebagai
pelanggaran,

Fasal 13
Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dan PIHAK KEDUA yang sudah
dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU diperhitungkan sebagal realrsasi
anggaran.
Realisasi anggaran PIHAK KEDUA sebagai cbjek pemantauan dan evaluas|
PIHAK KESATU serta menjadi dasar pertimbangan penetapan anggaran pada
tahun benkutnya.

BAB IX
SAMNKSE]

Fazal 14

Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
KESATL terdapat palanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan aleh
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada
Panwaspus untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Pedoman
Hopalas BPHM Momor PHN-S5.HN.D4.03 tshun 2021 tenleng Standar Layanan
Bantuan Hukum.

Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana diberkan sanksi
sesuai dengen ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku.
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BAB X
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJELIRE)

Pasal 15
PARA F'IF_!AH. T.Idﬂil: bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam
memenuhi Peqml-njlan Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, baik langsung maupun
tidak langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (force majeure)

Kedaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan di |uar kendall
dan kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tidak
disengaja, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan),
pemberontakan, revalusi, makar, huru-hara, dan terorsme.

Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekeriaan berdasarkan Parjanjian
Pelakeanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami atau dipengarihi oleh Force
Majeure maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan
secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 {empat belas)
hari setelah terjadinya Force Majeura.

Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagal
akibal isiedinya Force Mgjcure bukan merupskan fenggung lewab MHAK

KESATU, demikian pula sebaiiknya

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16
PARA PIHAK dalam Peqanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini  tunduk
sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia,
Daltem hal teradi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dan atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksansan Bantuan Hukum ini

g ;
scdapal mungkin Zisglesalkan secoma musyawamnh unthk mufakst s=is skan

dijacikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

FPasal 17
Perenjian Pelaksanaan Banluan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup yang masing-
masing mempunyal kekuatan hukum mengikat yang sama.
Blaya Meterai uniuk penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum
ditebanian keoada PIHAK KEDLIA,
Hai-hal lain yang belum diatur daiam Perjanjian Pelaksanaan Baniuan Hukum ini
akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIMAK dalam Perjanjian
Pelaksanaan Eantuan Hukum Tambahan {sddendum) sebagai satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
terkait bantuan hukum maka Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini secara
langsung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
tersabut,



DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk
menandatangani perianjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya
=eayal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peranjian ini dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dangan meterai, mempunyai kekuatan hukum
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesual
kebutuhan tanpa dibubuhi metera:.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTUR/KETUA POS BANTUAN
: NTERIAN HUKLM SULAWESI HUKUM ADVOKAT INDONESIA POSO

TENTENA

10



LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN
PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUM ANGGARAN 2028
KANTOR WILAYAH KEMEMNTERIAN HUKUM PROVIMNS| SULAWESI TENGAH
DENGAN
FOS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA POS0 TENTENA
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